
 
 
 

 
BUPATI MUKOMUKO 

 
PERATURAN BUPATI MUKOMUKO 

 

NOMOR 45 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
 

PENJABARAN PERUBAHAN  ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH  

KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI MUKOMUKO, 
 
Menimbang      :        a. 

 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan 
Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 
Anggaran 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012 sebagai 
landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
 

Mengingat        : 
 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 
 
 

 2. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1967 tentang  Pembentukan 
Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1967 Nomor 19,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2828); 
 

 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan 
Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3569); 
 

 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3988); 
 
 
 
 

PETIKAN 



 6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan 
Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur 
di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4266); 
 

 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 
 

 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 
 

 9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 
 

 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 
 

 11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 
 

 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 
 

 13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 
 

 14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaran 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4090); 
 
 
 
 
 



 
 
 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4540); 
 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 
 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4574); 
 

 19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
 

 20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 
 

 21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan (Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165); 
 

 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah 
Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4577); 
 

 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
 

 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 
 

 25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 



 

 26. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5219); 
 
 

 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana diubah 
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Umum Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012; 
 

 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; 
 

 30. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 34 Tahun 2009 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 
 

 31. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 12 Tahun 2012 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
kabupaten Mukomuko Tahun Anggaran 2012; 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan    : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN ANGGARAN 2012 

 
Pasal 1 

 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran  2012 terdiri atas : 
 
1. Pendapatan 

 
a. Pendapatan Asli Daerah       
 - semula Rp

. 
17.500.000.000,-     

 - bertambah Rp
. 

-     

  Jumlah Pendapatan Asli Daerah 
setelah perubahan 

 
 

 
 

 
Rp

. 

 
17.500.000.000,- 

  
 

 
 
 
 

        



 
 
. Dana Perimbangan       
 - semula Rp

. 
406.155.662.000,-     

 - bertambah Rp
. 

2.790.425.945,-     

  Jumlah Dana Perimbangan setelah 
perubahan 

   
Rp

. 

 
408.946.087.945,- 

 
 

 

         
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah       
 - semula Rp

. 
24.434.695.800,-     

 - bertambah Rp
. 

10.928.356.200,-     

  Jumlah Lain-lain Pendapatan 
Daerah Yang Sah setelah 
perubahan 

   
 

Rp
. 

 
 

35.363.052.000,- 

  

         
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan   Rp. 461.809.139.945,- 

 
2. Belanja 

 
a. Belanja Tidak Langsung 

 
1. Belanja Pegawai       
 - semula Rp

. 
192.883.630.990,-     

 - bertambah Rp
. 

10.482.007.715,-     

  Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

   
Rp. 

 
203.365.638.70

5,- 

  

         
2. Belanja Bunga       
 - semula Rp

. 
5.000.000.000,-     

 - berkurang (R
p. 

3.500.000.000,-)     

  Jumlah Belanja Bunga setelah 
perubahan 

   
Rp. 

 
1.500.000.000,- 

 
 

 

 
 
 

        

3. Belanja Hibah       
 - semula Rp

. 
4.160.000.000,-     

 - bertambah Rp
. 

-     

  Jumlah Belanja Hibah setelah 
perubahan 

   
Rp. 

 
4.160.000.000,- 

  

         
4. Belanja Bantuan Sosial       
 - semula Rp. 5.250.000.000,-     
 - berkurang (R

p. 
75.000.000,-)     

  Jumlah Belanja Bantuan Sosial  
setelah perubahan 

   
 

Rp. 

 
 

5.175.000.000,- 

  

         
5. Belanja Bantuan Keuangan Kepada 

Provinsi / Kabupaten / Kota, 
Pemerintahan Desa dan Partai Politik 

      

 - semula Rp. 20.221.250.000,-     
 - bertambah Rp. 3.600.000.000,-     
  Jumlah Bantuan Keuangan 

Kepada Provinsi / Kabupaten / 
Kota, Pemerintahan Desa dan 
Partai Politik  setelah 
Perubahan  

   
 
 
 
 

Rp. 

 
 
 
 
 
23.821.250.000

  



,- 
         
6. Belanja Bantuan Tidak Terduga         
 - semula Rp

. 
3.000.000.000,-     

 - bertambah Rp
. 

-     

  Jumlah Belanja Bantuan Tidak 
Terduga  setelah perubahan 

   
 

Rp. 

 
 

3.000.000.000,- 

  

         
     Rp.    241.021.888.705,-  

 
 
b. Belanja Langsung 

 
1. Belanja Pegawai       
 - semula Rp

. 
63.818.880.560,-     

 - bertambah Rp
. 

3.932.790.000,-     

  Jumlah Belanja Pegawai setelah 
perubahan 

 
Rp

. 

 
 

 
Rp. 

 
67.751.670.560,- 

  

         
2. Belanja Barang dan Jasa       
 - semula Rp

. 
75.511.927.512,-     

 - bertambah Rp
. 

8.915.313.500,-     

  Jumlah Barang dan Jasa setelah 
perubahan 

  
 

 
Rp. 

 
84.427.241.012,- 

  

         
3. Belanja Modal       
 - semula Rp

. 
233.693.726.738,-     

 - bertambah Rp
. 

1.264.765.100,-     

  Jumlah Belanja Modal setelah 
perubahan 

  
 

 
Rp. 

 
234.958.491.838,- 

  

       
   Rp.    387.137.403.410,- 
     
  Jumlah Belanja Setelah Perubahan  Rp. 628.159.292.115,- 
  Defisit   (Rp. 166.350.152.170,-) 

3. Pembiayaan 
 

a. Penerimaan Pembiayaan      
 - semula Rp. 162.624.058.000,-    
 - bertambah Rp. 10.007.094.170,-    
  Jumlah Penerimaan setelah 

perubahan 
 
 

 
 

 
Rp. 

 
172.631.152.170,- 

 

        
b. Pengeluaran Pembiayaan      
 - semula Rp. 7.175.000.000,-    
 - berkurang (Rp. 894.000.000,-)    
  Jumlah Pengeluaran setelah 

perubahan 
  

 
 

Rp. 
 

6.281.000.000,- 
 

        
Jumlah Pembiayaan Netto   Rp. 

 

166.350.152.170,- 

     
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan   Rp. - 

 

Pasal 2 
 

Ringkasan Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 
tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini. 
 
 
 



Pasal 3 
 

Penjabaran Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih 
lanjut dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini. 
 

Pasal 4 
 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 
 

 
Pasal 5 

 
Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini 
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen  
pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan 
perundang-undangan. 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap orang 
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dalam Berita 
Daerah Kabupaten Mukomuko. 
 
 

Ditetapkan di  Mukomuko 
Pada tanggal 18 Oktober 2012 

 
BUPATI MUKOMUKO, 

 
 ttd 

 
 

       ICHWAN YUNUS 
 
Diundangkan di Mukomuko  
Pada tanggal 18 Oktober 2012 
 
  SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN MUKOMUKO, 
 
                  ttd 
 
 
    BM. HAFRIZAL, SH 
   Pembina Utama Muda,   
NIP. 196704011992031012 
 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN MUKOMUKO TAHUN 2012 NOMOR 45 
  


